
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUST RAWAS

NOMOR I' TAHUN 2O2O

TENTANG

PBTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS YANG BERSUMBER

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 t€ntang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O KePada

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau

1\njangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari

Raya Tahun 2O2O Kepada Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dart Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

1. Undang-Undaag Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat ll dan Kotapraja di

Sutnatera Selatan (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



n

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Ta-hun 1999 Nomor 75, Tambahan

L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuargan Negara (l€mbaran Negara Republik

Iodonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Apar:atur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Admidstrasi Pemerintahan (L€mbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5@1);

6.

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daera} (I.€mbara! Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengal Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintal Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O37);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentarg

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahaa

L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 202O tentang

Pemberian 'I\rnjangan Hari Raya Tahun 2020 KePada

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

lndonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan

Penerima Pensiunatau Tunjangan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Ment€ri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentarg Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2OO6 tentang Pedomart Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

31O);
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Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabuPaten

Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 (Iembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2o19 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PE"TUNJUK TEKNIS

PEI.AKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERII{TAH KABUPATEN MUSI RAWAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengaa:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD

adalatr penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

da.fi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

tuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945.

4. Pegawai Negeri Sipit yang selarjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan Pemerintahan.
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5. Calon Pegswai Negeri Srpil yaog selanjutnya disingkat

CPNS adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan

tclah lulus seleksi penerirnan Calon Pegawai Negeri

Sipil nanun belum sepcnuhnya menerima haknya

sebagai PegEwai Negcri SiPd.

6. Eari Raya adalah Hari Raya ldul Fitri.

7. Tunjangan adalah Fembayaran yang dilakukan secara

teratur kcpada karyarran yang dibayarkan bersamaan

dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan

,lala"n benhrk u€mg sebagai imbafan dari pemberi kerja

kepada pegawai yang ditctapkan dan dibayarkan

Erenurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang-undangan.

9. Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya dieebut

SPM adal,ah dokumen yarrg ditcrbitkan oleh Fengguna

AnSgaran (PA) atau pcjabat lain yang ditunjuk untuk

mencairkan dana yang bersumber dsri Dokumen

Pctaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang

dipersamakan.

9. Surat Ferintah Pcncairan Dana yang sclanjutnya

disebut SP2D adalah surat perintah pencairan yang

diterbitksn oleh Kepala Bidang Ferbendahsraan

Daerahselaku Kuasa B€ndahara Umum Daerah untuk

pelak8ansan pengeluaran atas bcban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APtsD) berdasarken

SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Trmjangan Hari Raya Tahun 2O2O diberikan kepada:

a. PNS; dan

b. cPt{s.
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c.

d.

e.

f.

s.

h.

i.

j.

a

Pasal 3

Pf,tsl Bcbagaimana dinraksud dal"r" Pasal 2 ayat (U meliputi

PNS dalaa jabatan:

a- Adninistrator atau dalam jabatan yang sctara jabatan

adninistrator;

b. Pcngavras ateu dalam jabatan yang setara jabatan

Fngarras;
Fungsional affi madya;

Fungsional ahli muda;

fungBional ahli Pertarna;

Fungsional pcnyelia;

Frmgpional mahir;

Funggional terampil;

Fungsional pcmula; dan

Felek8ana.

Pasd 4

Tuqiangan Hari Raya Tahun 2O2O tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara;

b. PNS ddam jabatan tinggi atau dalam jabatan sctara

jabatan pimpinan tinggi;

c, PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalao

jabatan s€tara jabatan fungtional ahli utama;

d. Anggota Dewan Penrakifan Ralvat Daerah;

e. PNS yang scdaflg menjalani cuti di luar tangunSSn

negera; dsn

f. PNs yang s€dang dituga8kan di luar instansi

pcmerintah baik di dalan maupun di luar negeri yang

gEjinya dibayar olch instansi tempat penugasan.
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Pasal 5

(1) Tutjangan Hari Raya sebagaimana di'noksud dalam

Pasal 2 yaitu sebcsar penghasilan 1 (satu) bulan pada

2 (dua) bulan scbelum bulan Hari Raya.

(2) Dalam hal penghaeilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua)

bulan scbelun bt an tlad Raya sebaggimana

dimaksud pada ayat (f) belum dibayarkan mbesar

Fngahasilan yang s€harusnya diterima karena

berubahnya penghasilan, kepade yang bcrsangkutan

tetap diberilGn aelisih kekurangan hmjangan Had

Raya.

(3) Penghasilan scbaglim8na dimaksud peda ayat (1)

diberikan bagi PNs meliputi gaji Pokok, hmjangan

keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan

umum.

Pasd 6

Fenghasilan scbagEimana dimaksud dalam Pa8al 5 ayat (l)

diberikan bagi:

a. Penerima gaji tcruEatr dari PNSI yang meninggal dunia,

tewas, atau gugur; atau

b. Fenerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu

sebeaar penghasilan I (satu) bulan gaji terusan Pada 2

{dua} bulan scbelum bufan Hari Raya dan anggarannya

dibebankan pada imtansi atau lembaga tempat PNS

bekcrja.

Passl 7

Penghasitan sebagaimana dimskeud dalam Pasal 5 ayat (11

dibcrikan bagi CPNS, paling banyak meliputi:

a. 8096 (delapen puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. Tunjangan keluarga; dan

c. Tunjangan jabei:an atau tunjangan umun

o
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Pasal 8

Bcsaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pa88l 5

ayat (1) tidak tcrBAsuk:

a. jenie tunjangan kinerja;

b. insentif kinerja;

c. inscntifkcrja;

d. tunjangan bahaya;

e. funjangan resiko;

f. tunjanganpengamanan;

g. tunjanggn Profesi etau tunjanggn khusus guru;

h. tambahan pcnghasilan baai guru PNS;

i. insentifkhusue;
j. tunjangan seusih penghasilan;

k. tunjangan penglidupan luar negcri; dan

l. tunjangan lain yang scjcnis dangan tutrjansa!

kompcosari atau tunjangar bahrya Ecrta tunjqrgFn stau

illaentif yaag ditctapfran dc!8aD p€rsturalt pcrunds!8-

unddua! alau pctatuta! iatet:oal ksrcoiieria!/lcobaga

dartr pcoghasitan l,ain di luat 8cbaSrimaoa diDaklud d,laE

Paiet 5 iliapai dctiS,lD PEaaf 7'

Pasal 9

Dalam hdf PNg mmerima bbili deii I (aahi)

penghasilm sebaggimana rlirnoksudl dalan PaBal 5

ayat (1) ririaka t\jnjailgan Hari Reya dihiikan iefah

satu yang jumlahnya lebih besar.

Dalitn hel I'Ng tnedcriiiia pcnibafian lebih tlari I
(satu) Tunjangan Hari Raya rnelre kclebihan

pcmbayeran tcrsebut mcriiPdkan irtang daln wajib

mengembalikan kepada Negara eesuai dengan

ketennian peatlfiBn i)enirtalang-iinilengan.

o
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(1)

(2)

Pasal lO

Bcsaran penghasilan sebagsimana dimaksud dal,am

Pasd 5 ayat (f) tidak dikcnakan potongan iuran

dan/atau potongan lain bcrdasarkan ketcntusn

pcraturan perundang-undangan.

Fenghasilsn sebaggimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan pajak pcnghesilan sesuai dengan ketentuan

pcraturan dan ditangung

pcmerintah.

BAB UI

PEMBAYARAN TUNJANGAN ITARI RAYA

Pasd 11

Tunjangan Hari Raya untuk PNS dibayarkan paling

ccpat 10 (ecpufuh) hari kcrja rebclum tansEEI Hari

Raya.

Dqlrrn hal Tuqiangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (U belum dapat dibeyarkan'

Tunjangan Hali Raya dibayarkan sctclah tang8al Hari

Raya.

Pasal 12

Proecs pcnerbitan dan pengsiuan SPM dan SP2D

Tujangan Hari Raya dilakukan s€8uai dengBn kctcntuan

peraturan pcrundang-undangan.

o
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BAB IV

KETENTUAN PENUTI,'P

Passl 13

Peraturan Bupati ini mulai berlatu pada tanggal

dirmdangkan.

Agff sctiap orang mengetahuinya, mcmetintahkan

pengundangan Peraturan BuPati ini dengan

penempatannya dalam Bcrita Daereh Ibbupatcn Musi

Raras.

, Ditetapkan di Muara Bcliti

pada tanggal tz/ &61 2O2O

Dirmdangkan di Muara Bcliti

pada tanggal It frlD I 2O2o

SEIGETARIS DAERAH

I(ABI,'PATEN MUSI RAWAS,

o:F-
PRISKODP,SI

BERTTA DAERAH KABUPATEN MUSI RAtrIAS TAHUN 2O2O NOMOR .I'

PAR\F KOCRL\1i'iAt)l
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